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Menimbang

Mengingat

B EE—TT

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tenting Keterbukaan Informasi Publik, dan mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 2010 wentang Pedoman Pengelolaan Pelayvanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah [Daerah
serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomar 14
Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
diharapkan terwujud pelayanan cepat, tepat dan
sederhana dalam menvebarlunakan informasi publik |

bahwa dalam upava penyedinan informasi publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka
perlu disusuri Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang menjadi pedoman  bagi  Pejabat  Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID] dalam penyediaan
informasi secara baik dan efisien sehingga dapat
diakses oleh masyarakat dengan mudah;

behwn berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf & dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayvanan Informasi Publik pada
Pejnbat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintali Kabupaten Cirebom;

Undang-Undang Nomor 14 Tauhun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negama
Republik Indonesia tanggal 8  Agustus 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang




dengan  Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daemmh-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Diawa Bamt
[Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan LembBaran Negam Republik
ndonesia Nomor 2851},

Undang-tUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
|Lembaran Nepgara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 3887);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 teniang
Informasi dan Transiksi Elekironik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sehagaimann telah diubsh dengan Undang-Undang
Namor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 teniang
Informasi dan Transaks: Eleltronik [Lembamn Negam
Republik  Indonesin  Tahun 2016  Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negnra Republik Indonesia
Nomor 53952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik [Lembaman  Negam
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik  (Lembaman Negarn Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomar 112, Tambahlan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5038 |;

Undang-Undeng Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kesrsipan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2000 Nomor 152, Tambahan Lemburan Negam
Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintnhan Daerah  (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomar 5587)
sehagaimnne teleh beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahsn Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5679);




Mempethatisn

Menetapkan
KESATU

10,

1L

12.

13.

I4.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 reatang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008
teptang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalarmn Negeri Nomor 3 Tahun 2017
teptang Pedoman Petipelolaan Pelayanan [nformas
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan  Daerah  (Berita Negama Repubbk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Homisi Informasi Nomur | Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesainn Sengketa Informasi
Publik [Beritn Negara Republik Indonesia Tehun 2013
Nomor 649);

Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2018
tentang Standar Lsvanan Informasi Publik Desa
[Berita Neogars Republik Indonesin Tahun 2018 Nomor
1.899);

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Stander Layanan
Informasi Publik [Berita Negarst Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan  Daerah  Kabupaten Cirebon Nomor 14
Tahur 2011 tenuing Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011
Nomor 14);

Petaturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Prjabat Pengelola  Informasi
dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tehun 2015 Nomor 132).

. Focus Group Discussion  Standar Operssional Prosedur

(SOF] Pelavanan Informasi Publik dan Uji Kensekuensi
Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah
Kabupsten Cirebon padi tanggal 22 Juni 2022 di Hotel Apita

‘Cirebon,

. Standar Operasioal Prosedur Pelayanan Informasl Publik

Pada Pejabat Pengelols Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungnn Pemerintah Kabupaten Cirebon.




KEDUA : Standar Operasional Prosedur schogaimann dimaksud
Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pengelolaan
informasi bagi  Pejabat Pengelole  Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah i lingkungsan
Pemerintah Kabupaten  Cirebon  dalam  penyediaan,
pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi
publik.

KETIGA ! Rincian Standar Operasional Prosedur [SOF) sebagoimona
dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran 1, Lampiran [l, Lampiran I, dan Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahikan dari Keputusan
Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini  mulst  berlaku  pads tonggal
ditetaplkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 05 Seplember 2021

BUPATI CIREBON,

Q’/
IMRON

Tembusan:

1. Yth, Gubernur Jawa Barat,
2. Yth. Ketua DFRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.




LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR  : ON53 / Kep. 457 - Dcomunpo /2001
TANGGAL - 05~ Seplember 2027
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMAS! DAN DOKUMENTASI
(PRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (508
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
M LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PERDAHULUAN

A. LATAR BELAKARG

informasi merupakan  kebutuhan pokok setiap orang  bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosiminya serta merupakan
bagian penting bagl pertahanan Nasional. Hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik
merupakan salabh  saty cird  penting negara  demokratis yang
menjfunjung tinggi kedaulatan makyat untuk  mewiijjudkan
penvelenggaraan negara yang baik. Untuk menempkan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulkaan Informasi Publik,
Dimana, setinp badan Publik mempunvai  kewajiban  dalam
menvediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat,
tepat waktu, biaya ringnn dan cara sederhans.

Dengan adanya Undarig-Undang Nomor 14 Tehun 2008 tentang
Keterbukasn Informasi Publik ini, diharapkan partisipasi publik
terhadap penyelenggaraan negara akan semakin optimal, yang pada
akhimya dapat mendorong terwiljudnyva penyelénggaraan Negara yang
ransparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat
dipertangpungiawablkan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diantaranya
bertugas untuk menvediakan akses informasi publik bagl pemohon
informasi. Terkait dengan tugas fersebut, penetapan Standar
Operasional Prosedur {SOP) lavanan informasi di lingkungan PPID
Kabupaten Cirebon menjudi mutlak. Dengan adanya Standar
Operasional  Prosedur (SOP] Peiayanan  Informasi  Publik  ini,
diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukasn Informmst
Publik dapat berjalan efektil dan hak-hak publik terhadap informasi
vang berkualitaz dapat secara nyata terpenuhl




B. LANDASAN HUKUM

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembarat Negara Republik Indoriesia
Nomor 4846);

2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaynnan
Publik (Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahur 2009
Nomor 112, Tambahan Lembamn Negarsn Republik Indonesia
Nomoer 5038);

3, Undung-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 507 1),

4. Pernturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741},

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2018 tentang Standar Lavanan Informasi Publik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Daesrah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Keterbukaan Informasi Publik [Lembaran Dagrah Kabupaten Cirebon
Namor 14 Tahun 2011, Seri E.5);

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi i Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Nomaor 132, Seri E.119).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Pedoman ini sebagai acuan tentang ruang lingkup, tanggung jawab
den wewenang Pejabat Pengelola Informast dan Dokumentast atau
PPID Kabupaten Cirebon, Perangknt Daerah, Badan Publik lainnva,
Kecamuatan, Kelurahan dan Pemerintahan Desa dalam menvediakan
informast  tertentu  melalui mekaniame peluksansan  kegiatan
pelayanan informasi publik,

2. Tujuan SOP ini diharapkan dapat :

a Mendorong  terwujudnya  implementasi Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik secam efektfl dan hak-hak publik
terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;

b. Memberikan pedomian bagt PPID dalam melsksanakan informiest
pubilik;

¢. Meningkatkan pelayanan informasi publik di  lingkungan
organisasi/ Lembaga Publik untuk menghasilkan layanan
informasi publik yang berkuanlitas.




II. HARIKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakikat Pelavanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada
pemohon  informasi  publik secara cepat, tepat waktu, binva
ringan /proporsional dengan cam aederhana, sementara Informasi Publik
vang dikecuslikan bersifat ketat dan terbatas.

ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semun pihak vang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti,
2. Akuntabilitas
Dupat dipertanggungiawabkan sesuai deppan Keétentuan Peraturan
Perundang-Undangan.
3. Kondisional
Sesuni dengan kondisi dan kemampuan peémberi dan penerima
pelayvanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif
Mendorong peran sertn masyarnkat dalam penvelenggaraan pelnyanan
informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
harapan masyarakat.
5, Kesamaan Hak
Tidak diskriminatil dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender dan status ekonomi.
6. Keseimbangnn Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelavanan publik harus memenuhi hak dan
kewajiban masing-masing pthak.

EELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelavanan Informasi publik dilaksanakan oleh :
1. PPID Kabupaten Cireban;

2. PRID Perangkat Dasmah;

3. PPID Badan Publik Lainnyva;

4. PPID Kecamatan;

5. PPID Kelurahan;dan

6. PPID Pemerintahan Dess.

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penvelengenra pelayanan publik dalam melaksaniakan masing-
masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang
berkaitan dengan presedur dan wakiu sebagal ukoran haku dalam
penyvelengguraan pelayanian publik dan wajib dimati oleh pemberi dan
penerima layanan informasi.




Adapun Standar Operasional Prosedur Pelayanan informasi Publik sebagai
berikut ;

1. Operasivan Pelayanan Informnsi Publik
Untuk melaksanakan pelavanan informasi perlu didukung oleh  “fromt
office” dan “back office” yang baik :

i Front Office melipati ;
» Degk Layanan langsung
e Desk layanan vis media
b, Back Office meliputi :

Bitlang Pengelola Informasi

Bidang Pelayanan Informeasi

Bidang Dokumentasi dan Arsip

Bidang Penvelesaian Sengketa Informasi

- & @ @

2. Desk Informasi Publik
Untuk memenuhi dan melavani permintaan dan kebutuhan pemohon
informas: publik, Peiebat Pengelola Informasi dan Dokumentast (PPIL)
melalui desk layanan informasi publik melakukan lavanan langsung
dan Inyanan mediz antam lain menggunaksan telepon, e-mail dan
website.

3. Tempat dan Waktu Pelayanan Informasi
. Tempat/ Sekretariat PPID

s  Sehkretariat FPID . Kantar Dinas Komunikasi dan
Kabupaten Cirebon Informatikn Kebupaten Cirebon

s Sekretariat PPID . Kantor Perangkat Daerah yang
Perangkat Daerah (PD)  bersangkutan

¢ Sekretariat PPID . Kantor Badan Publik vang bersangkutan
Badan Publik

» Sekretariat PPID : Knntor Kecamatan
Kecamatan

s Sekretanat PPID : Kantor Kelumhan
Kelurnhan

s Sekretarint PPID : Kantor Desa /Balai Desa
Pemerintahan Desa

b, Penyelenggaraan pelavanan informasi publik dilaksanakan pada han
kerja vaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan wakiu

pelaksanaan sebagai berikut

Senin - Jumat ¢ Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB
latirahat Senin — Kamis  : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
Istirahat Jumat : Pukul 11.00 s/d 13.00 WIB




4. PERSYARATAN PERMOHONAN INFORMAS] PUBLIK

A, INFORMASI YANG DIMINTA
Informasi yang diminta adalah mformasi publik dan  bukan
B. PEMOHON INFORMAS! INDIVIDU /PERORANGAN

1. ‘Pemohon Informasi merupakan Warga Negara Repubilik Indonesia
dengan menunjukan KTP,

2. Pemohon informasi yang mengatasnamakan profesi tertentu
wajlb menunjukan kartu identitns  profesi dan  sertifikasi
kompetensi;

3. Alasan dan Tujuan permintaan  informasi  harus  jelas
penggunaannya/logis.

4. Bagi Pemohon informusi perorangan dengan tujuan permohonan
untuk penglajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian,
penyelidikan, pengumpulian data serta skripsi (tugas akhir} dan
sejenisnya agar melampirkan Term Of Reference [TOR) atau
proposal yang meliputi, metode/teknis kegiatan, sasaran, dan
jadwal waktu keglatan sesuni dengan tujuan permohonian
informasi dimaksud.

C. PEMGHON INFORMASI BADAN HUKUM

1. Pemohon informasi merupakan badan hukum sesual dengan
ketentunn Berlalon:

2. Badan hukum yang mengajukan permohonan informasi wajib
melampirkan dokumen akta notans, SK Kemenkum HAM, Sumt
Keterangan Terdaftar vang masih akrfl dari  Kesbangpol
Kabupaten Cirebon dan bukti tercantum dalam lembar/berita
negana,

3. Alasan dan Idjuan permintian informasi  haros  jelns
penggunaannya/logis,

4. Bagi Pemohon informist organisasi/kelompak/ masyarakat
dengan tujuan permohonan  untuk  penglajian,  analisa,
pengawasan, kontrol  sosial, penelitinn, penyelidikan,
pengumpulan datn serte skripsi (tugns akhir] dan sejenisnva
agar melampirkan Term Of Reference [TOR] atau proposal yang
meliputl, metode/teknis kegintan, sasaran, dan jadwal waktu
kegiatan sesual dengan tujuan permohonan informasi dimaksud.




5. MEKANISME PERMOHONAN INFORMAS] PUBLIK

a.

IR

Pemohon informasi datang ke tempat layanan mformas) dengan
mengisl formulir permintasn informasi serta melampirkan foto copy
KTF Peniohon informasi;

Mengajukan permohonan secarm tertulis kepada badan publik
dengnn mencantumkan maksud dan tujuan darl permohonan
miormasi tersebut;

Petugas memberikan tanda bukt peoerimann permintaan informasi
publik kepada pemohon informasi publik;

Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan
formulir permintaan informaai publik yang telah ditandatangani oleh
pemohaon;

Petugns menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta kepasla
pemohon/pengguna informasi apabila dalam bentuk dokumen
dibubuhi watermark atay stampel “Salinan ini tidak dapat
dijadikan alat bukti pada persidangan yang di bubuhi paraf
Standa tangan PPID"; .Jika informasi yang diminta masuk dalam
kategori informasi vang dikecualikan, malka PPID Kabupaten
Cirebon, Perangkat Daerah, Badan Publik Lainnya, Kecamatan,
kelurahan dan Pemerintah Desa, menvampaikan alasan penolakan
sesiial  dengan ketentuan peraturan perundangan vang berlaku
(UU KIP),

Petugas memberikan tanda bukt penyerahan informasi publik
kepada pengguna informasi publike:

Membukukan dan mencatat {(Buku Register Permohonan Informisi);
Dalam hal mengajukan permohonan Informasi yang dapat ditangani
Oleh Komisi [nformasi Daersh Kabupaten Cirebon apabila
permintasn pemohon informasi 3 kali berfurut — turut tidak
ditanggapi oleh badan publik;

Apabila ada Permohonan Informasi Publik balk Pemohon atau
Termohon untuk dapat melaporkan melalui Komisl Informasi Daerah
Kabupaten Cirebon;

6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
a Proses penyelessian  untuk memenuhi  permintaan  pemohon

informasi publik dilakukan setelab pemohon informasi publik
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

Wakty penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak
permohonan diterima oleh PPID Kabupaten, Perangkat Daerah,
Badan Publik Lainnya, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa.
PPID Kabupaten, Perangkat Daerab, Badan Publik Lainnya,
Kecumatan, Kelurshan dan Pemerimtah Desa wajib menianggapi
permintiuin informas: melalul pembentahuan teriulis.
Pemberitahuan imi  meliputi permintaan informasi diterima,
permintann informasi ditolak, den perpanjangan wakiu yang
berisikitn informasi vang diminta berada pada penguasasnnya atau
tidak. Dan PPID Kabupaten, Perangkat Daerah, Badan Publik




Lainnya, HKecamatian, Kelurashan dan Pemerntah Desa dapat
memperpinjang waktu paling lambat 7 hari kegja,

¢ Penyampaian/pendistribuslin/ penyerahan informasi publik
dilakukan secara langsung melalui emaill atau jesa pos setelnh
dibubuhi warermark atau stampel “Salinan ini tidak dapat
difadikan alat bukti pada persidangan yang di bubuhl paraf
ftanda tengan PPID™

d Jika permohonan informasi diterfma, maka pada surat
pemberitahuan  juga mencantumbkan materi informasi  yang
diberikan, format informast, sertn biaya apabila diperlukan untuk
keperluan penggandann atau perclkaman, Bila permintaan informasi
di tolak maks dalam surat pemberitnhuan dicantumkan surat
penolakan berdasarkan WU KIP.

. BIAYA TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi
publik secara gratis (tdak dipungut biaya] sedangkan untuk
penpggandaan atau perckaman, pemobon/pengguna informasi publik
dapat melakpkan penggandann/fotocopy sendiri di sekitar kantor
Pemerintah Kabupaten Cirebon atau menyediakan CD/DVD kosong
atay flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

. KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan
pelayanan informasi publik kepada pemochon/pengguna informasi
publik dibantuy oleh Pranata Kompuater.

Untuk petugas pada desk lavanan informasi diutamakan yvang memiliki
kompetensi dibidang pengetahuan mengenal peratumn perundang-
undangan Keterbukaan Informasi Publik don pelsyanan publik,
mampil melakukan koordinasi dengan satuan organisasi/unit lerja
dalam mengumpulkan, menyvusun, menyedialan tdan
mendokumentasikan  informuisi, keterampilan dan  sikap dalam
berkomunikasi, schingga dapal menunjang dalum melaksinakan tugas
pelayanan informani.

. LAPORAN OPERASBIONAL LAYANAN INFORMAS] PUBLIK
a. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten

Cirebon

1. Pengelolann hasil penvelenggaraan pelayanan publik dilakukan
melalyi  pembuatun  laporan  triwulan  pelaksanaan tugas
pelavanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik
sotiap triwulan membuat laporan hasil pelaksanann tugas
pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada bidang
pelayanan mformasi;

2. Bidang petlayanan informasi membuat laporan triwulan hasil
pelaksanasn  tugas pelavanan  informasi | publik untuk
disampailksen kepada pejabat  pengeloln  informasi  dan
dokumentasi [FPID) Kabupaten) Cirebon;




10.

. Selamutnya PPID  Kabupaten Cirebon setiap akhir tahun

melaporkan kepada Sekretaris Dacrah Kabupaten Cirebon;
Laporan tersehbut memuat informasi mengenal  permintaan
informaest publik yang sudah dipenubi, tndsk lanjur dan
permintann  yvang belum dipenubi, penolakan  permintioan
informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu
yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon
informasi sesusl dengan ketentuan yang telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik PPID Perangknt

Daerah, Badan Publik Lainnya, Kecamatan, Kelurahan dan
Pemenintah Desa

=

Pengelolagn hasil penyelenggaraan pelavanen publik, dilakukan
dengan membuat laporan triwulan hasil pelaksanaan tugas
pelavanan informasi publik untuk disampaikan kepads Hepala
Perangkat Daecrah, Pimpinan Badan Publik, Camat, Lurah dan
Kepala Desa (Kuwu),

. Selanjutnva Perangkat Dasmah, Badan Publik Lainnya,

Kecamatan, Kelurahan dan Femerinteh Desa setiap akhir tahun
melaporkan kepada PPID Kabupaten Cirebon sebagai amsan
melalui Sekretiriat PPID Kabupaten Cirebon vang berkedudukan
di Dimns Komunikasi dan Informanka Kabupaten Cirebon:
Laporan tersebut memuat informasi mengenai  permintasn
informasi publik yang sudrh dipenuhi, tindak lanjut dan
permintaan vang belum dipenuhi, penolakun permintaan
informasi publil disertai dengan alnsan penolakaennva dan wakiu
vang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon
informasi sesuri dengan ketentuan yang telnh diatur dalam
peraturan perundang-undangan,

KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASH
Setinp Pemohon  Informasi publik dapar mengajukan
keberutan secara terfulis kepada atasan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID] yang berkedudukan di

Kabupaten Cirebon, Perangkat Daerah, Badan Publik lLainnya,

Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa berdasarkan alasan

berikut :

#, Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 rtentang Keterbukann Informasi Publik
pitda pasal 17,

b. Tidak disediakannya informasi berkala sehagaimuna dimaksud
padn Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dalarn pasal 9;

¢ Tidak ditanggapinya permintaan informasi;

. 1 informasi ditanggapi tdek sesual dengan
koterituan;




e, Tidek dipenuhinya permintaan informasi;

f. Pengenaan biaya vang tidak wajar;

g Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang telah diatur
dalam pedoman ini.

11. KETENTUAN PIDANA

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentany Keterbulkaan Informas: Publik -

“Setiap orang yvang dengan sengaja menggunakan Informasi
Publik secara melawian hukum dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu] tahun dan/atau pidana denda palmg banyvak
p. 5.000.000,00 [lima juta rupiah)”

V1. KEDUDUKAN PPID
1. Kedudukan dan Penunjikan PPID Kabupaten Cirebon

a. Sekretariat PPID Kabupaten Cirebon berkedudukan di DBinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;

b, PPID ditetapkan dengin Keputusan Bupati Cirebon Nomor
042/Kep,546-Diskominfo/2015 tentang Penunjukan Kepala Dinas
Komunikasi dan I[nformatika Kabupaten Cirebon selaku Pejabat
Pengelola informasi dan Dokumentasi padia Pemerintah Kabupaten
Cirebon;

¢. Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Kedudukan dan Penunjukan PPID Pembantu (PPID Peranghkat Daerah,

Badan Publik Lalnnva, Kecamatan, Kelurahon dan Pemerintah Desa) :

a. Sekrétariat PPID Perangkit Daerah, Badsn Publik Lainnya,
Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintzh Desa, berkedudukan di
satuan kerjs masmg-masing;

b, PPID Perangkat Daerah, Badin Publik Lainnya, Kecamatan.
Kelumhan dan Pemenntah Desa ditetapkan dengan keputusan
Kepnla Perangkar Dacrah.

VII. TUGAS DAN FUNGSI _
p. Tugas dan Fungsi PPID Kabupaten Cireban !

Tugas :

1. Mengkoordinnsikan dan mengkonsolidasikan pengumpuian bahan
informasi dan dokumeritasi deri PPID Pembantu padas Perangkat
Dacrah, Badan Publik Lainnya, Kecamatan dan Pemerintahan Desa;
Menvimpan, mendokumentasikan, menvediskan dan memberi
peluyanan informasi kepada publik;

Melakukan verifikasl bahan informasi publik; _
Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentas;

Menyediakan informasi dan dokumentasi ‘untuk diakses oleh
masynrakat;

B
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Fungsi :

5.

. Penghimpunan informasi publik dan selurub Perangkat Daerah,

Budan Publik Lainnya, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa
di ingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Penataan dan penyimpanan miormasi publik yang diperoleh dan

seluruly Perungkst Daerab, Badan Publik Lainnva, Kecamatan,
Kelurmhan dan  Pemerintah Desa di  lingkungan Pemerintah
Rabupaten Cirebon;

. Meyampaikan informasi publik di lingkungan FPID Perangikst

Daerah , Kecamatan, Desa / Kelurahan di lingkungan Pemerintah
Knbupaten Cirebon sebagaimana ketentuan yang berlaku,

, Peluksanann konsultasi dan uji konsekuensi informasi publik vang

termasuk dalam kategoyi dikecualikan dan informasi yang terbuka
untuk publik.
Pendampingin Penyelesaian Senglceta Informasi.

b, Tugas dan Fungsi PPID Pembanty (PPID Perangkat Daerah, Badan
Publik Lainnyn, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintanh Desa) :

1.

2.

o w

Tugas PPID Pembantu yaitu mengelola dan melayani informasi
pubiik serta dokumentas] di satuan kejanya;

Mengelola, menata, menyimpan, mengawasl dan mengevalunst data
dan/atau informasi publik yang diperoleh disatuan kerjanyn;

. Menyeleksi dan menguji data dan informasi publik yang termasuk

dalarm kategon dikecualikan dan informas yang dibukas untuk
publik yang ditetapkan oleh Pejabat vang berwenang,
Menguji aksebilitas atas suatu informast publik;

. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi;

Melaksanaksn koordinasi dan konsultasi dengan PPID Kabupatet)
Cirebon dalam pengelolann dan pelavanan informasi publik serta
dokumentasi,

VIIl. MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN,
PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI]

A. PERGUMPULAN INFORMASI

Beberapa hal yung harus diperhatikan oleh PPID Kabupaten, Perangint
Daerah, Badan Publik Lainnya, Kecamatan, Kelurahan dan Pemenintah
Desa dalem kegiatan pengumpulan informas: adalah:

1L

Pengumpulan informasi merapakan aktivitas penghimpunan
kegiatan yvang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap
PMD:

Informasi yang dikumpulkan adalah informiusi vang berkualitas dan
relevain dengan tugas pokok dan fungsl masing-masing PPID;
Informas: yang dikumpulkan dapat bersumber dan pejabat dan arsip,

‘baik arsip statis mauptn dinamis;




4I

6.

Pejabat sebagaimann dimaksud dalam butir 3 merupakon pejabat
vang bertanggunginwab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
di Perangkat Daemhnva, sedangkan arsip statis dan  dinamis
merupakan arsip vang terkait dengan pelaksanaan tugns pokok dan
fungsi Peranghkat Daerah bersanglutan; '

Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan
sehagai berikut :

a. Mengenali tugas pokok dan fungsi Perangkat Daermhnva;

b. Mendata kegiatin yvang dilaksanakan oleh Peranghat Dacrahnya,

¢. Mendata mformas) dan dokumen yang dihasiikan;

d. Membuat daftar jenia-jenis informasi dan dokumen.

Komponen utama yvang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan
pelayanan mformasi dan dokumentns pada PPID Kabupaten Cirebon
meliputi :

a. OrganisasifKelembagaan;

b. Kehbijakan dan Peraturan Daerah terkait;

Sumber Daya Manusia {Struktural dan Fungsional);

Program dan Kegiatan;

Anggaran dan Dolumen Pelaksanagn Anggaran yang meliputi
unsur program dan kegiatan;

f. Samana dan prasarana serta sistem informasi (IT),

g Daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumbkan secara
bericaln;

h. Daftar informasi yvang tersedia sctiap sanat;
L.
j.

P RR

Daftar informasi yang dikecualikan;
Daftar [nformasi secara serta merta.

B. PENGRLASIFIKASIAN INFORMASI
Dalam proses pengklasifikasian, Informasi dibagi menjadi dum
kelompok, yaitu informasi yang bersifut publik dan informasi yvang
dikecuslikan.

1

. Informasi vang bersifat publik

Dikelompokan berdasarkan subyek informasi sesual dengan tugas,
pakok, fungsi dun kegiatan setiap Peranghkut Daerah, meliputi .
n. Informasi vang bersifat terbula, valtu informasl yang wajib
disedinkan dan diumumkan secara berkala, meliputi ©
1. Profil yang meliputi sejarah singkat. struktor organisasi,
tujuan, kedudukan, tugas, fungsi dan program kerja;
2. Informasi mengenai  keglatan dan  kinerja  Pemerintah
Kabupaten Cirebon serta Lapoman Akuntabilitas Kinerja;
3. Informasi mengetini laporan Keuangan, seperti laporan
realisast pnggaran dan laporan pendapatan daerah,
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan.
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b

Informasi vang wajib divmumkan secera serta merta, yaitu
informasi yang dapat mengincam hajat hidup orang Winyak dan
ketertiban umum, meliputi :

I. Informast mengenai bencana alam, sepert : daerah potensi
tsunami, gunung meletus, tanah longaor dan hanjir;

2. Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti - laporan hasil
pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungal, laut
atau dasrah pemukiman;

J. Informasi mengenal  kebocoran  reaktor  nukliv, seperti
penggunaan reaktor nuklic untuk pembanghkit tenaga listrik;

4, Informasi mengenal penggusuran lahan, seperti penggusuran
lnahan untuk kepentingan umum;

5. Hal lain yang menganeam hajat hidup ormng banyvak.

Informasi publik yarg wafib tersedia setiap saat, meliputi |

. Baftar seluruh informasi publik vang betada di bawah
penguasaan Pemerintah Kabupaten Cirebon, tidak termasuk
informiasi dikecualikan,

2, Hasil Keputusan dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Cirebomn;

. Dokumen Pendukung:

Rencana kerja program /kegiatan,

informasi dan kebijulean yang disampaikan Pejabat

Pemerintah  Kabupaten Cirebon dalam pertemuan  yang

terbuka untuk umum;

6. Promedur Kerja pegawai Pemerintah Kabupaten Cirebon yang
berkaitan dengan pelavanan masvarakar dan/atau Laporan
mengenal pelayanan akses informasi publik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 1ahun 2008 tentang
Keterbukann Informasi Publik

CROR

2. informasi Yang Dikecualikan

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, diperhatikan
hal-hal scbagai berikut :

n

Informasi vang dikecunlikan adalah informas sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17
dan Pasal 18;

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokan

informasi yang dikecualikan :

I, Ketat, artinys mengkategorikan informasi vang dikecualikan
Harus benar-benar mengacy pada metode yang valid dan
mengedepankan objeltivitas;

2. Terbatas, artinva informasi vang dikecunlikan harus terbatas
pida informasd tertentu untuk menghindar penafsiran yang
subvektifl dan kesewenangan;

3. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak
dikecualikan ketika kepentingan publik vang lebih besar
menghendakinya.
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c. Pengecualisn harus melalui metode ujl konsekuensi bahava
(eonsequentinl  harm  fest) vang mendasar  penentuan  suatu
informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka;

d. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuke atau ditutup
secars obyvektif, maka metode sebagiimana tersebut pada poin ¢
dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public
interest test) yvang mendasari perientuan informasi harus ditutup
sesuai dengan kepentingan publik;

e Pengklasifikasian akses informasi harus disertal pertimbangan
tertulis tentang implikasi mformas dan sisi politk, ekonomi,
sosial budaya, dan pertabanan keamanan;

f. Usulan klasifikasi akses Informasi vang bersifat ketat dan
terbatas sebagaimann dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2)
diatas, digjukan ol¢h Perangkat Daerah vany memiliki
kemandirian  dalam  mengelola  kegiatan, anggstan dan
administrasi;

g Penetapan scbagaimana tersebut pads hurul b angks 3]
dilakukan melalui rapat pimpinan,

C. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI
Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyvimpanan data dan
informasi, catatan dan/&tau keterangan yang dibuat dan/atmu ditennma
oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
guns membantu PPID dalam melayani permintaan  informasi,
Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesual dengan peraturan
perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang taia
persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon,
tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi ©
1. Deskripsi informass :
Perangkat Daerah membuatl ringkasan untuk masing-masing jenis
informasi.
2. Veriikasi informasi !
Setiap informasi diverifikasi sesuni dengan jenis kegiatannyva.
3. Otentiknsi Informasi:
Dilakuksn untuk menjamin keaslian informast melalui validasi
informasi oleh setiap Peranghat Daeraly;
4. Kodefikasi Informasi:
g Untuk mempermudsh pencanan informasi yang dibutuhkan,
maka dilakukan kodefilnsi;
b. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing Peranghat
Daemh
5. Penataan dan Penvimpanan Informasi.

. Pelovanan Informasi
1. Mekanisme Pelavanan Informas:
Untuk memenuhi  dan melayani  permintaan dan  kebutuhan
pemphon /pengguna informasi publik, PPID melalul desk layanan
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informast publik, memberikan lavanan langsung dan layanan

melnlui media cetak dan elektronik :

a. Layanan informasi secara langsung yaitu layanan informasi
publik yang dikategorikan wanb rersedin setap saat, dengnn
mekanisme pelayanan sebagai berikut ©
1. Pemohon informasi datang ke desk lavanan informasi dan

mengisi formulir permintasn informas) dengan melampirkan
fotecopy KTP pemohon dian pengguna informasi;

2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan
informas publik kepada pemohon informasi publik;

3. Petupis memproses permintaan pemohon informani publik
gsesuni dengan formulir permintaan informasi publik yang
telah ditandatangani oleh pemaohon informasi publik;

4. Petugas memenubd permintaan informaeai sesuni dengan yung
diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi
yvang diminta masuk dalam kategori dikecuaslikan, PPID
menvampaikan alagan sesusi dengan ketentuan permiuran
perundangan vang berlaku;

5. Petugas memberikan Tenda Bukti Penyerahan Informasi
Publik kepada Pengguna Informasi Publik;

b. Lavanan informasi melalui media baik online maupun cetak yaitu
informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala
dilayani melalui website Pemerintah Cirebon yang dikelols Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabiupaten Cirebon.

2, Jangka Wakmu Penyelesaian

a Proses penyelesaian untuk memenuhi permintasn pemohon
informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik
mementti persvarstan vang telah ditenrukan;

b, Walktu penvelessian dilaksanakan paling lambat 10 [sepuluh)
hari kerjn sejak permohonan diterima oleh PPID. PFPID wajlb
menanggapi permintaan  informasi  melalui  pemberitahuan
tertulis. Pemberitahuan thi meliputi  permintaan informasd
diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waltu
pemberitnhuan permohonan diterima atau ditolak;

¢. Jika PPID membutuhksn perpanjangan waktu, maka selambat
lambatnya 7 (tujuh) hari kermga sejak tanggapan pertema
diberiian;

d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat
pemberitahuan  juga dicantumkan materi informasi vang
diberikan, format informssi, serta biaya apabila dibutuhkan
untuk keperiuan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan
informasi ditolak, maka dalam surat pemberithhuan
dicantumkan alasan penclakan berdasarkan UU KIP.
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E. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMAS]
Mekanisme Penvelesaian Senghketa Informasi:

1. PPID skan menclak memberikan informasi publik vang tidak sesuai
dengnn ketentunn peraturan perundang-undangan atau memberikan
tengpapan atas kKeberatan yeng disampailkan pemobion informas
publik, dengan prosedur sebaga) berikut:

b.

d.

C.

PPID mempersiapkan  daftar pemohon dan/amu  pergguna
informasi yang akan ditolak;

PPID mempersinpkan  daftar  keberatan vang  disampaikan
pemohon dan/atau pengguna informasi;

. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatknan Pemnghat

Daerah yvang terkait paling lambat 3 han kerja setelah sursat
permohonan inforrmast  publix  dan  permohonan  keberatan
informasi publik diterima PPID;

Hasil keputysan mpat koordinasi dituangkan dalam berita acara
yvang ditandatangam oleh seluruh peserta rapar;

Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

2. Penvelesaian sengketa miormast

H.

FPID menviapkan bahan-bahan rerkait sengketa informasd;

b, PPID menyusun Kajian dan pertimbangan hulum untuk

:I

disumpaikan kepada Atasan PPID;

Pada sanl sengketa informasi berlanjut ke Komis: Informas), FTUN
dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk
penvelesaian sengheta informasi

BUPATI CIREBON,

RON
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LAMPIRAN Il KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR

L O3/ p 457 - Dickomnge / €022

TANGGAL ; of uriembo- 20701

TENTANG :STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PEJABAT PENGELOQLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

ALUR MEEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tertulis dian Hon Blsinronik
Pemnahon Informasi ' :
T ¥ Tidak Tertulin
Informasi Publik yang Pesahat Informasi Pencatatin _J s Mums Pemohon Infarmaai
ardn &l Badan Publik dan Dakumentasl » Informasi b Alamat;
€. - Subyck Informan;
. d. Fomat Peogriose;
o Alssan Fermintaan
Infnrmas
Dolumentam dan
Bukt (No
Pendaftaran) kepada
Informasi Publik Yang Pesmohan Informs
Huymumian Berkals
Pemberitahuan Tertulis
Informasi (max 10 Hard)
Indermasl Publik Yang
Ciumueibsin Serta Merta
L4
Penerimasn Permintann
Informasl Publik Yang Informasi Diserial Perjelasan
—  Wajib Tersedin Setiap o Materi Informasi viing Akan
Saat ety Perpanjarygn Waktu
b, Alat Penynmpaian don Prmbetitatiuan
Format Informasi; ™  [disertai alasan)
nforrmasd Publik Y c. Himyn dan cara pembayarsn; Max. 7 Hari
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LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR - o432 /bep . 457 -D\sminge /2027
TANGGAL : 05~ Fapemier 2020

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI] DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

A. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PFUBLIK

Logn Badan [nmma badun publik dan wamat, oo telepou. fksimili, eoail (jike adaf]
Publifk PORMULIE PERMOBONAN INFORMAST
NO. PENDAFTARAN® [(flsl Jaugam) . ...\ oo my iy e

AR 00 s ekl fumm—mie s 6 k- 5 e s o - - i 4 e
Alurmar e e o b S e e e e b B
Prelirrjant — b i . - et 8 s e Pt 5
Meanie Telepan | E-mail 1= A e L e I e it L
Rinclan Inforsssd yung dibutuhloan | 5= e e e o e S e
Tisjuan Penpmuisan Inkesiss N SSE [ ———— ==he—
Cara Memperoleh Informass* . Mtk S e s | mendeogarioan | merssin ***

Mendapatian salman sodormas (hacdoopy / solisgpy)™
Cara Mendapmban Saliman Infermasi™ i Mepgunbil Languisg

K

¥ atesbersili

Fe-maid]

CIHM|-1IIHF|—III1 e m'l-
Perugas Pelayanan Infimmas Femnhan Inlsrmaz
'u-..-----rrr-uu-----r---l-l—ul-l——r--.--" ‘.-.— g —— B — e -----—--*

Kt e ragnn.

: Diisi oleh petugas berdasurkan nomor regintrasl permohonan tnformusl Poblik
o * Plith salah stu dengian memberi tanidi (V)
sae - Coret vurg tidak periu
wevd - Lampriekan Fotocopy KTP

¢ Derdasarkan Pesil 51 Undang-Undang Nomor 14 Tehun 3008 teomeng Hﬂrfhumu hﬂml . =
Plibik *Sctiap arang yang dengan sengus mevggrunikan Informas: Publik secira melawan hukum
digidann dengon pidann pergien pulicg lma 1 (wara) tahen dan /st pidena dends palmg eynk
K. 500000000 (R juta rapinh
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Hak-halk Pemohon Informasi

Berdusarion Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentung Heterbukaun
Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta selurmb informasi yang berada
di Badan Publik kecuali [a) informast vang apabiln dibuka dan dibenkan
kepadi pemobon imformasi dnpal: Menghambst proses penegikan  hukuns;
Menganggu kepentingan  periindungan bak aias kekayann miclekiunl dan
perlindungun darl persalngun usahn tidak sehat; Membahavidin pertahianan
dnn keamanan Negam; Mengunglap kekayaiin alam Indonesis; Merugilinn
kemmhinan ekonomi nastonsl: Memgiknn kepetitingan hubungan luar riegeri
Mrugungkap isi akta otentik vang bersifat pribadl dan kemauan terakhir
whiupun waslst seseomnyy Mengungkap mbasin pribsdl; Memomnndum atau
sumt-siat antar Badan Publik atay intra Badan Publik vang menurut sifatoya
dimmhaskikan kecoall atns putusan Komisi Informasi satay Pengadilan; Informasi
vang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undung-undang. (b} Badan Publik
juga dapat tidak memberikan mformasi vang  belum  dikunsal  aiau
didakume ntasilnn.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKT]I PERMOHONAN INFORMASI
BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Biln tuodn
buktt permohonan  informasi tidak  diberikan, tmoyakan kepoda petogas
informasi alasannya, mungkin permintaan informasi ands korang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatinn pemberitaboan tertulis lentang
diteritnn atay tdaknyva permobonan informus] dabiam jangks waktu 10 (sepalob)
hari kern sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik, Badan
Fublik dapat memperpasang wakty antuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hard
erju, dilam hal: informas: yang diminta belum. dikunsai/didokumentasikan/
belum dapat diputuskan apakah mformasi vang diminta (ermasuk informasi
yang dikecunlikan stay tidok.

Higva yang dikenakan bagi permintaan atss salinan nformasi berdasarkan
sural keputusian Plspinan Badan Publik sdalah [dilsi sesaai dengan sumt
ktputulnn Hmpimn Badan 'Puhlii.-.}

Apihiln Pemohon Informasi tidak puss dengan keputusan Badan Publik
(misal: menolak purmintaan Anda atau memberikun hanyn sobugian yang
diminta), maks pemohon informasi dopat mengajukan keberatan kepadn
atasan PPID dalum jangks waktu 30 (tiga puluh) barl kecja sejak permohonan
informasi ditolak/ditemukannys alasan keberatan lainoyd. Atassn PPID wijib
memberikan tanggapan teriuls atas kebetatan yang diajukan  Peniolon
Informasi  schynbat-lnmbatnyn 30 (tigs puluh) hard  kedjo  sojek
diterima/ dicatatnva pengajoan kebenitan dalam register kebemtan,

Apabila Pemmohon lnformasi tidak puss dengan keputusan Atasan PPID, makn
pemobon Informasi dapat mengajukan keberatan kepadn Komisi Informoasi
dalam jangka wakty 14 {empot belas) hari kerja sejuk diterimunya leputusan
plasan PHD oleh Pemohon Informas: Publil.
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CONTOH FORMULIR
PERMOHORAN INFORMASI PUBLIK

SURAT PERNYATAAN EKEBERATAN ATAS

Logo
Raddan
Mubllik

name badan publik dan alamst, oo telepon, falkslmill, omail (jike sdn])

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS
PFERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

INFORMASI PENGAJU KEBERATAN
Nomor Registrasi Keberntan

Nomor Pendaftaran Pormintann Informasi
Tujuan Penggunasn Informusi

Identitas Pemobon

Mama

: it EEESSSEIEEREEERInINES 1!!#@{”1"[“13} »

Il-l-lllfllllilllllllllIii-l-llllllll-l!llll-Fl'll-!-'l-ll!!Iii'I-

L T T T T T ST

----------------------------------------------------------------------------------------

Identitas Kuasa Pomohon**

MNomor Telsporn -

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAR™

| 6. Permohonan Informssi ditolak
] b Informast berialn tidnk disediakin
. Permintnan informasi tidak ditogsog
d. Permintann informas: ditanggapl tidak sebagnimans ynng
dimintn
¢. Permintman informasi tidak dipenuhi
. Bisyn yang dikenakan tidak wajar
; g Mmformast dissmpaikan melebihi jangha wakiu yang ditentukan

D. MIMImmtﬂmhﬂlplﬂﬂ]

mEEdamiEdE S S . S R B (1] s L] LEE] -l

E. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIEAN: |tnggnl),
[bulan], [tahun), [dilsi oleh petigay]sses

B =i

Demildan keberntan ini sayn sampaikan, atas perimtian dan tanggapaninym, sy
deaphan terimakasih

o targgald], [bulan) by
Mengetohy |, wreees

Petugas Informasi
{Penerima Kebernton)

Pengaju Keberatan

Naittias & ‘Iﬂndu Tanuan Nama & Tamla Tangin




RETERANGAN

TR

i

Nomor register pengajunn keberntan disi berdasarkan  buka  register
pengainan keboratan

Identitns kuasa pemobon diisd jika ada kusse pemohonoya dan melampirkan
Sumit Kuasa

Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipitih oleh pengaju kebemtan sesuani dengnn
nlasan keberatan yang dinjuknn

Diisd sessunl dengan ketentisn jongke wakiu dalem UL KIP

Tanggal ditsi dengan taoggal ditetimanya pengnjuan keberatan: yaitu scink
kebemton  dinvatakan lengkap sesual dengan buku  register pengajusan
kebemtan

Dalam hal kebemtan diajuban secam bingsung, maks formulic keberatan
juga ditandatangani oleh petiygas vihg menerithn pengaijuat kebératan
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C. CONTOH FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

b HUdss | pama budun publik dan alsmat, to telepon, fuksimill, email (jiks sdu)|

Fuitllite
BUTRAT KEPU'TUEAN PPID TENTANG PEMOLAMAN PERMONOMAY
No. Peodeltaras:® .. ...
Kama i o e o et - et L e VL et i 7 e =TTl e
Alsmet L i i it o iy i iy - —
Ko .Teip! Essall e et e e -8 o 44 5 i i

Rineien Informasd yeag dibutublas
PFPID memutusiss babiws lnformesl yasg dimohon sdalel:

INFORMASI YANG DIKECUALIMAN

Pengrcuallng

loformaal didesazkan 1 Vomal | Thurnt  UUKIP.*>
Pasle alasac —
Pasal Undsang-Unidsoe "
Habera bertlisorimss pesal-pasal  distss, meshbubes infrmas  tersebiut  depat  menimisalkan
Ronscioes selmgpind Berliot:

mmmmm

| PERMOHONAM INFORMASI DITOLAK |

Jiks Derpoboian Inforsasl keleroier ales penolaban ol maks Prometione Inforeas el
eiestpmiuiinn  keberatin Erpatdn atnses P50 selastbat lembotrym M) (Hgn polubl’ basi egjn sejak

mrncrEns sirn Bepunesn .
............ v ssssaa i flETPAL, tangzml, bulon, tahung
Pujahat Peapeololn Infrormeal dan Dokumentaal

HomaiTenddTimgnm

Ketersages:

- Datnid et pringes benbassr b poneer regatrasi permshonan [nfrmmasd FMiblk

s 1Mz olels PHID semini dedigmn petigerunbion pails Pasal 17 ol s—1 TTUKE.

e Sl oy pesid 1T Horal | LR 0P, diesi oldh TP sexosl dengion passl - Pergecyalian
dalim Undlang andang lein yeng meogeoselibyn mfeoms yang donhon terseboat idéssgiiom
paasad el sancbang-unelaogryal.

wees THiN plih petiipas desgnn sempes it bmtos e tang janghe selio pemberiabioss’ ermualls
e tiagniteans dintur dilum UL KGP don permiaran @



D. CONTOH FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Lo Decan | [mamie baden publik dan alamat, oo telepon, fuksinill, email (jika ada]]

Berdisprian permintuin Informasl pada taiggal .. bulen ... mhun | dengar
nowmor pendafiaran® ..., Kand menyampalkan kepada Ssudam/ &

Mumin P PP S U P S o S PR R, T S
Alaman - Johe LSRR, Tl PN i b A e Pt e Bl e s X
No Telp/ Etnal M IR S e
Pemberitabuin sebagal berikul:
A. Informuai Dapat Diberikan
= = — ~
No. | Informasi Publik Ketowmngnn.
i (5 K
Penugasan Informi s ; -
k- Publik*  Badan Publik lain, vaito ...
_1_‘ Bentuk fisik yang 1o Softeopy ermasul relaman),
nee et ** o Herdcopyfsallnan tertulis.
Biaya ving I ] Rp ... x ... [jumilah fembavan) = Bp
3 | dibutuhkan®** It Fﬂ“‘ﬂfm =
= Pengirimsn |[Rp ...
1 Lain-lain Rp ...
- Jumiah R ..c
9. | Waktu penyediann .. hari
Penjelanan penghitamaon/ pengnburan Informasi yang dimobon®***
5 | ftambahkan kerias bila periu)

B. Informasi tHdak dapat diberikan karona:**
o informas) yang diminta belum dikansai
= Informasi vang diminta belum didokumentasikan
Penvedinnn informusi yang belum didokumentasilan dilakukan dalatn janglol
WHKIL ooieesiosnmsmmmmmnsrmrnnsns T T oo®

ceaneen < srreeies o [IETOVPREL, tangggal, bulan, tahiin)

Keterangan:

g i sesuas dengnn nomaor pemkiaftarun pada formulir permohornan

= Hiih salah satu dengin membend tands (v |

ses  Piluem peryillitan (otokopl ntau diskiet) dan/atin biays petygisimnn (ikhisus danpos|
Sewinl denypm standar Dinva yang (elab ditetnphnn N

sees  Tike ada penghitaman informanst dalvm sy dokumen, maks dibertlan alasan
prenghltmmnnyn,

seerr Diini dengan leterangan waktu yuang jelas untuk menyedinlon miormes yang
diminia.
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E. CONTOH BUKU REGISTER PERMINTAAN INFORMASI

Pommede babormsii Bl s iz
i ias Drals Femmai == e prrrwdem l‘hh'_i Pond
™ T Soum | b “I-' Priscaun | Yeng ""-'_ | — F-L-
h‘m.——"""‘ W r——— ] P ruan
g | =g | aomagy |Sungas- ol el ™ Cus
e = Tur e
u Tkl
BETTHANMIASN:
R A ey ey et PuTTre s L e Pl b
lamgyal ibtine 1ot nem pwrmpn ] prrme—— et
g e Eralaby EsbSe [ frmde ma
e it Ly alimut et ag 1l w ey Prosdes frdomen el rrrts latd o porsweery m b e——" palbk cung Jeeees
[ T———— s Lt gy ey Bt il | perepn ety Diba ooy b o tudin e Pomiobes L e Fulf
Pricrjamm e bty pelotjons Pemdesn elorme, Pubdi
Imdermaany v mag € bimssasin bt e bl b g ol —
T‘__!_-H i | rmtary Erarr slees preyioe 4o g et sl
iy hmier ma i

Py it |t
Brwtwb absmeu % sy ks
FRT L T

O lsssa Pinislabasn
Hsth das | asgpgel

Mhign s dam{ arn Fessieyerun

sl dempan bt ireka ¢ i Dl valek 30 e b pempussaes Dalled sn laben Palvhh by ey respeee s s ddboiabes s bnges s ) Grely

e e gan ey ieeds 0

e T Tem T REERES | )

b s Aewpws s hesttosan doles posdecsabe s ot

il g Blinady [nve ek e sy e TFLD

U g

8 My din g el prersasgpwoms. ety maian Lortiio ot g (sl aad deues Pl 27 [ntuegg | osdesg e 14 T mestpmg Bt i um Pk st
P e et an oe ek ke portlor Pttemes Umlabe e Facsslel se o oloy pemclid e sl mes pabls prmebee Selad Phemore Leta less deles
el ot ol Ml bl Sl L] e esturilshess WTeli vl e e e ldlaw

o Han fen wegal e et bopads Premdem fobares. Petis

Thiarte im bl e B g ietnt Pttt da=an laba=wal Purds weows naecl Ratun Pl e’ mes pomtoe ghos dilers Lot mm e 6 e i b errfairiessd desge rery il Umas o yarg Sl Jda s berr o
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F. CONTOH REGISTER KEBERATAN

!{%
ix

Parrnaivon fortasd Putiik pang mmnge) e webennten dendslm: bussasnys Adpmed

o g ol i

(e blegen ol sareldlatery wabyier sl Pan®on indesmas Protie

gromiat mMin iy Pl MOPTRINE peeeTTerTiaan FrEserTueel  Deleit Sl Skl el katEne sl ithortiase vty hoik SdumiTniEn shosts
e Belah peerls it
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ittt
H%.E{!i

}
il

perrnirdann den D gguneisn mlorma

P ks | ] st alsnen yarg Sl UNES racgEban Leteralen setaegemans Focsl 35 eyl | 1] Lisdeng- Ulncensg
T Pt
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON oMo

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ji. Sunan Drajat No 15 Tulp (0231) 8330580

el - dlkorimio@cHeBonkab.golld
SUMBER 45611

FPORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Knmn T i T i it 0 I il B e i 800 0 B R B -1 ST B
Aliomar e i e e - 1 I
Nottiar Telegstt [/ E-tribud] e e e R e S I R

Rititian Informikl vunjy dibutuhban B R T T e e L L e AT H
Tudimn Pmggunean Infermasl = =z090 | ciesiiiciiecaaies L o o e el e £ e e e e S Y
Cama Memperoleh Informaa™ | Melihat /membaca -’mm-:tmmuhmmnm i

[[] Mendapaticun salingn informasl (hardtogry /soltcopy)***
Curs Menduparikan Solinan informas** = Mengambil Langsung

D Kirir

] #akstmn
] Emall
c‘imtm.{- i Eieien i ek R S S SR W
Petugns Peloyanun’ bt Petnahon informas
TR e e foii] fociiiiaa . s—
Keicrangun;
. s D aleh pettigis berdasarkan nomor regisizast permobonen Informast Pobilk

o » Pilih salah watu dengan memberi tanda (V)
. ¢ Cotet yung thilale petiu
reet  Lampirkan Fotooopy RTP

& Berdamirkan Pasal 51 Undang-Undang Nottor 18 Tahun 2008 entong Keterbulkann informasi Pabhk |
*Hetiap  omang  yang  dengan  sengnjn  menggunakan  Informasi  Publk secara melawan
hikum dipiklana dengan  piind  penjiera paling  bama 1 [satu] tabun danfatau  pldatia
denda paling hainyak Hp 6.000.000,00 (i) Jure rupbahj
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Vi.

Hak-bak Pemohon Informusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tuhun 2008 tentang Keterbmknan

Informuasi Publik

Pemohon Informasl berhak untunk meminta seinrub informasi yung berada
di Badaxn Publik kecuali (ol infovmasi yuog apabile dibuks dan dibenkan
kepada pemohon mformast dapat: Menghambest proses penegaian hukum;
Menganggu  kepentingan perlindungon hok sws kekovean intelektun] dan
pertindungnn dari petsiiogan usals tidek schat; Membahayakan pertahianun
dan kenmanen Negarn; Mengunghap kekayvann alam Indonesia; Merugikan
ketahanan ekonemit nasionnl, Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Mengungkap isi akta otentik vang bersifat pribadd dan kemausn terakhir
atnupun wasinl seseorung, Mengunghap rahasin pribadi; Memomandum atau
sumi-suat antar Hadan Publik atni Intm Badan Publik vang meourot stfatmv
dirmhasinkan kecunli alns pulusan Komist Informast atau Pengadilan; Informast
yvang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. [b) Badan Publik
Jugn  dapat tidak membetikin  ifocmaei  yang  belum  dikoasai aton
didolumentasikan,

PASTIEAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKT]I PERMOHONAN INFORMASI
BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila
tanda bukti permohonan informas tdak dibenlom, nvakan kepada petugas
informast alasannya, mungkin permintann informas) anda kumng lengkap.

Pemohon Informust berhik mendapstknn  pemberitahuan tortulls wentang
diterima  atou  tidalmys permohimnn  formasi dalom  jangks  wakta 10
isepuluh) har kerin wejnk diterimanya permpbonan informasi pleh. Badan
fublie Hadan Publik dapat memperpanjang wakiu uniuk member jawaban
tertulis 1 = 7 hard kerja, dalim hal informasi yang diminta belum
dikusssi/didokumentasiliing belum dopst diputuskan apakish informoes) viing
dimints termasuk informasi yang dikecoadiknn atw tdak,

Binvae vang dikenaknn bagi permintian atas salinan mformasi berdasarkan
surinl kepulusan Pimpinan Badan Publik odalaly (diisi sesus) dengan suod
keptitusin Mimpioan Badah Publik)

o am il

Apabils Pemohon Iaformasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik
jmisal: menolak permintaan Andas atou memberikan hunyn sebagian yung
diminta), maks pemobon informoas: dapat mengajuksan keberatan Zepadn
atasan PPID dalimn jangks woktu 30 (tign puluh) hard kerja sejuk permobonan
informuasi ditolak/ditemuknnnyn alowan keberatan lminnvie. Atasan PO sajib
memberikan  tanggapan tertulis atas keberatan vang digjuban  Pemohon
Informasi  selambat-lambatnve 30  (tiga pulub) berl kerja  soink
diterima/ dicatatnys pengajuan kebemitan dalam register kebemtun.

Apsibila Pemohon informasi tidok puas dengon keputusan Atasan PPID, maka
pemobon informasi dapat mengajukan keberatan Kepidn Eomisi Informasi
dalam jangkn wikta 14 (empat belas) hard kerja acjuk diterimianyvie Reputusan
dtusun PPID oleh Pemohon Inflormasl Publik.




PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON CONTON

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
) Sunan Draiat No 15 Telp. (0231) 6330580
e koG o

SUMBER ' 45611

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMAS! PUBLIK

A. INFORMAS] PENGAJU KERERATAN

Nemor Registrani Kebemtan 1 - — feliisl potugas/*
Nomot Pendaftaran Permintean loformasi  : ... - - .
Identitas Pemsohon
Haia o P L P i s g e st s - PT PPPTTT PR
Alamat S e rerssimsseasrere .
Idontitas Kuasa Pemohon
Alpgnan T e i - e e e SRR e P S PR 2R S LL s o LMY V2 iy
Nomar Telepon . et S - N S —

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN""*

b, Peomohoosn Informasd diiolak

|
—

| | L, Ipfarmosi berids tidak disediskan
J.  Permintaun nformas tiisk ditanggagd
i k. Permimun informusd ditenggapl ddak sebagnimann yang diminta
—_— L Permintsan informus tdak dipenuhi
i, Bilys yang dikenalouy thlal wiar
| n. Inierisl dikampalknn melebihl jangha wakto ying ditentukan

C. KABUS POSIS] [tambablksn kertus bils periu)

v [EET TR

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAK ATAS KEBERATAN AKAN DIBERTKAN: |lungzal],
(bulan], |tnhun], i aleh petogls|sees

am e L] (R = = bk el B el AR RS S EER AR RS
" L

Demildan keberatan tnl Eye sampailan, atas perhatian den (RUgRAPantyR, sy voaplon

terintalasih,
........... {tempath, oooereree Jitigggad), [ulan],[tabhun)esss
Mengetahul seeees
Petugns Tuformnsi Pogiju Keberatan
[Penenmu Keboratnn)
‘lnn—q_q-u.--"---q-.---.-! t B - e B b ..
Niomye & Tands Tangan Nattus B Tagvela Tahgs

KETERANGAN

Nomaor register pengajusn keberatan dilsi hendasatkan buiku rogister pengajuen keberatan
identitas kusss perohon dilsd (ks ada Russs pemohannya dan melampickan Surnt Kuoasa
Seatinl dengian Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengiiu kebeestan sesunl dengan ninsun
keberatnn vang dinjulcin _

[hisd sesuni dengan keteniuan janghka waktu dalism ULHKIF

Tanggal disi dengnn tanggl diterimanyn pengafinn kebeoitas ynitu sejak keheratan
dinatikan lengkap sesuni dengun bulko register pengajuan krbemian

Dalam bl keberatan dinjukan secwmm langmung, maks  frmulic kebetstan  jugs
ditandminmpguni oleh petugins yang meneritn pengaiuan keberatun
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREEON CamTon

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JI. Sunan Drajst No 15 Telp. (0231) 8330580
e-mail | diskominfo@tirebonkab go.d
SUMBER 456811

BUNMAT HEFUTURBAN PPID TERTANG PENOLAKAN PERMOEONAN
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